
BUPATI BAI.IYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KOTIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BA}IYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SALIlIAN

BUPATI BAI.IYUMAS,

bahwa pemberian tunjangan penghasilan

merupal<an salah satu bentuk penghargaan

kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki

dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator
penilaian yang terukur da! seragam serta

berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil

sehingga dapat meningkatkan disiplin,

motivasi, kinerja, dan kesejaiteraan Pegawai

Negeri Sipil di lirgkungan Pemerintah Daeral;

bahwa untuk melaksanaka-n ketentuan Pasal

58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentarg Pengelolaan Keuangan

Daeral, Pemerintah Daeral telai membedkan

Tambahan Penghasilan kepada Pegawaj Negeri

Sipil delalui Peratu:.an Bupati Ban]-uaas

Menimbang : a.

t'-



Nornor 3 Taiun 2O2O tentang Tambahan

Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan

BanFrmas;

bahwa dalain

Pemerintah Kabupaten

perkembangan perlu

menyesuaikan sistem atau mekanisme

pemberian tambahan penghasilan yang lebih

akuntabel;

bahwa berdasarkan

Mengingat

d.

: 1.

3.

4.

pertimbangarl

sebagaimana dimatsud dalam huruf a, huruf
b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Bupati Bairrmas tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten BanJrumasi

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Nega-ra Republik Indonesia Talun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengai;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentarrg Keuangan Negara (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republit

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negaia Republit

Indonesia Nomor 43551;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentarrg

Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara



6.

7.

8.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5,

Tambalan I-embarall Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undarrg Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintalan Daerah (l,embaran

Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Taabahan Lembaran Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaidana telah beberapa kali

diubalt tera.khir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Taiun 2020 tentarlg Cipta Kerja

(Lemba.rar Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambaian Lembaran

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintai Nomor 46 Tahun 2011

tentang Penilaian Prestasi Keia Pega\Mai

Negeri Sipil {l,emba:rart Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan

Lembaran Republit Indonesia Noftor 5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tah..rll 2OO7 Nomor 89,

Ta:rnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahu,j]' 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembarar Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Talnba}ralr Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintal Nomor 49 Tahun 2018

tentang Marlajemen Pegawai Pemeriltah

Dengan Perjaljian Kerja {l,embaran NegaJa

Republik ladonesia Tahun 2018 Nomor 224.

9.



10.

11.

Tambahan l,€mbaran Republik Indonesia

Nomor 6264);

Peraturair Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

{Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran

RepubJik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2OO9

tentang Tadba]larr Penghasi.lan Bagi Guru

Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokiasi Nomor 63

Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan

Sistem Ttrqjangal Kineda Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Pendayagunaan ApaJatur

NegaJa dan Reformasi Birokiasi Nomor 39

Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan

di Lingkungal Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1636);

Peraturan Daeaai Kabupaten Barl,.umas

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dall Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Ban]rumas (I-embaran Daerah Kabupaten

Banl,rrmas Taiun 20 16 Nomor 1 Seri Dl

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banj,lrmas Nomor 16 Taiun 2016 tettane
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerai
Kabupaten BanJ.-rmas {l,emba.an Daerah

Kabupaten Banyumas Ta}Iun 2019 Nomor 7,

Tamba]-ar Lembaian Daeralt Kabupaten

BanyuEas Nomor 21);

12.

13-

14.



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN

KRTIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG TAMBAHAN

PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGEzu SIPIL DI

LINGKUNGAN

BA},IYIJMAS.

PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal I

Beberapa ketentuan da]aln Peratura-n Bupati Ban].umas Nomor 3

Tahun 2020 tentang Ta@bahan Pergasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuflas {Berita Daerah

Kabupaten Banjrumas Talun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah

telah diubah dengal Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun

2O2O terrtang Perubalan Kedua Atas Peraturan Bupati Ban,.umas

Nomor 3 Tahun 2O2O le'fta'].g Tambahan Pengasilan Bagi Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungal Pemerintah Kabupaten Banlumas (Berita

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 43) diubah

sebagai berikut :

1. Diantara Pasa.l 4 dan Pasal 5 disisipi 1 (satu) pasal yaitu Pasal

4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

{U TPP diberikan berdasarkal kriteria :

beban kerja;

prestasi kerja;

kondisi kerja;

kelangkaan profesi; dan

peitimbangan objeLtif lainnya.

a.

b.

c.

d.



(2) TPP berdasa.rkan pertimbangan objel,.tif lainnya terdiri daii:

insentif pemungutan pajak daerai;

insentif pemungutan retribusi daerah;

insentif pejabat atau pegawai yang melaksanakan

pengelolaan barang milit daera-tr yang menghasilkan

penerimaal daeratr;

tunjangan profesi guru {TPG) PNSD;

tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;

tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;

g. jasa pelayanan kesehatan;

h. jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

i. honorarium;

j. jasa pengelolaan Baiang Milik Daerah.

(3) TPP berdasarkar pertimbangan objektif lainnya diberikan

sepanjang dianlanatkan oleh Peraturan Perundartg-

undangan.

(4) Iftiteria penerima dan besaiall TPP berdasaikan

pertimbangal objektif lainnya sebagaimana dinaksud
pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) TPP paling sedikit diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1

(satu) tahun.

(2) TPP diberikan mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 20

setiap bulanrya atas pencapaian Produktivitas Kerja

Pegawai da:r1 Disiplin Keia Pegawai pada bulan

sebelumlya.

(3) Dalam hal tidak dapat dibayarkan sesuai dengan

ketentuan pada ayat {2), pembayaral taEbahall
penghasilan dapat dibayarkan pada bulal-bulan
berikutnya.

(4) Besarai TPP pa-ling banyal< dibe.ikal! sebesar 10O%

a.

b.

c.

d.

e.

f.



(s)

{6)

(seratus perseratus) sebagaimana tercantum dalam

Larapiran II yang merupal<an bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini, kecuali PNS sebagaimana

tercaJltum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

yang tidat terpisaikan dari Peraturan Bupati ini, dapat

diberikan besaran penghasilan PNS lebih dari 100%

(seratus perseratus) dengai tetap memperhatikan Capaian

Produktivitas Ke!a.

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat {3}

diberikan secara proporsional atas Capaian Produktivitas

Kerja yang dilaksanakarl.

Besaran TPP bagi PNS yang sedang menjalarrkan tugas

belajar diatur dengai ketentuan sebagai berikut :

a. mendapatkan 10070 {seratus perseratus) selama masa

tugas belajai terhitung mulai tanggal pada Keputusart

Bupati tentang penunjukan tugas belajar';

b. mendapatkan 75% (tujuh puluh lirna perseratus)

selama masa tugas belaja-r, apabila masa studi
diperpanjang selama I la}l un:

c. mendapattan 50% (lima puluh perseratus) selama

masa tugas bel4jar, apabila status tugas belajai

beruba-h menjadi ijin bel4jar.

TPP dapat diberikal bagi ASN yang bekeda pada unit
kerja yang sedaig berproses menjadi Badan Layanan

Umum Daerah, sampai dengan ditetapkannya unit kerja
tersebut menjadi Badan Layarran Umum Daerah.

Besaran TPP sebagaimana dimal<sud ayat (7) adala]l

sesuai dengan pagu TPP berdasarkar jenjang jabatan.

Kete4tuan Pasal 14 diubal sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) PNS yang melaksanakan tugas belajarjenja-ng :

a. Magister (S-2)/Doktor (S-3) atau sejenis diberikan TPP

sebesar TPP pada Kelas Jabatan 7 (tujuhl;

b. Diploma atau Saiana Sbata 1 {S-1) diberikan TPP

\7)

(8)

3.



(2J

(3)

{4)

(s)

(6)

(7)

sebesar TPP pada Kelas Jabatan 6 (enam).

PNS yang dilepas sementara dalam :

a. Jabatan fungsional ahli diberikal TPP sebesar TPP

pada Kelas Jabatan 7 (tujuh];

b. Jabatan fungsional terampil diberikan TPP sebesar

TPP pada Kelas Jabatan 6 (enam).

PNS yang ditugaskan sebagai Calon pejabat fungsional

Pengelola Pengadaai Barang/Jasa diberikan TPP sebesar

besaran TPP pejabat fungsional Pengelola Pengadaan

BaJang/Jasa dan kepadanya diberikan kesempatan untuk
memproses pengangkatan dalam jabatan fungsionalnya.

Dalam hal Calon pejabat fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa tidal mempioses pengangkatan dalam
jabatan fungsiona.lnya pa.ling lama 4 (empat) tahun maka

diberikan TPP sebesar TPP pada Kelas Jabatan 7 (tujuh).

PNS yang ditugaskan mela&sanakan Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat)/Workshop/Bimbingan Teknis (Bimtek)

lebih dari 1 {satu) bulan mendapat TPP sebesar lOO%

dibuldikan dengan Surat Tugas dan Jadwal Pendidikan

dan Pelatihan (Diklat)/Workshop/Bimbingan Telods

(Bimtek).

PNS yang ditugaskan melaksanakan Pendidikan dafl
Pelatihan (Diklat)/Workshop/Bimbingan Teknis (Bimtek)

lebih dari 1 (satu) bulan maka tetap membuat Kontrak

Kerja bulanan berdasarkan rencana keda tahunar.

Kontrak Kerja sebagai mana dimal<sud pada ayat (5)

sebagai dasal pela}sanaan tugas Pejabat Pelaksana

Harian (Plh).

Ketentuan dalam l,ampiran II diubal sehingga l€mpiran II

berbunyi sebagaimana tercantum dalaE Lampiran D ]'ang
merupatan bagian yang tidak le.pis€ikarr dari Peraluian

4.



Bupati ini.

5. Ketentuan dalano I-ampirall III diubah sehingga Lampiiarl III

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupal<arr bagian yang tida-k terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetaluinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya datam Berita Daerah

Kabupaten Banjrudas-

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Januari 2021
SEKRETARIS DAERT\H KAE}UPATEN

ttd

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 25Ja )ol.i,2o2l

BUPATI BANYUMAS,
ttd

ACHMAD HUSEIN

BANYUMAS

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya

NrP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 6.

Pembina Tirgkat I
NIP. 19670128199302 1001

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM

eAnrl
SUGENG AMIN, S-H., M.H.



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN
2O2O TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PECAWAI
NEGEzu SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

BESARAN TPP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BAI.IYUMAS

NO. I'RAIAN xELAS
JABATAN

BESARAN TPP
PER BULAII

(RUPIAII)

1. Eselon IIla 15 Rp.22.000.000
2. Eselon 1l/b :

a. Para Asisten 14 Ro. 16.OOO.O0O

b. lnsoekhrr Daerah 14 Ro- 15-5OO.OO0

c. Kepala
Dinas/ Badan/ Satuan Polisi
Pamong Praja/ Sekretaris
DPRD

14 Rp. 14.000.000

c. StaJAhli Bupati 13 Rp. 12.500.000

3. Eselon III/a :

a. Kepala Bagian Sekretariat
Daerah

b. Kepa-la Bagian Layanan
Pengadaan Baiang / Jasa
Sekr.eta riat Daerah

c. Kepa.la Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

d. Sekietarislnspekorat
Daerah

e. Camat
f. Sekretanis Dinas / Sekretaris

Badal
g. lnspektur Pembantu
h. Kepala Bagian Sekfetariat

DPRD

1.2

l2

12

l2
72
12
11
1l

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10.ooo.ooo
11.000.000

11.000.000

7.750.000
7.500.000
7.500.000
7.750.000
7.OOO.OO0



o. I'RAIAII KEI.IIS
JASATA'T

BESARAII TPP
PTR BI'LAN

RITPIAH}

4. Eselon lll/b :

a. KeDaLa Bidane 11 RD.6.5O0.00O
b. Sekretaris BPBD
c. SelceterisKecamatan

11
11

Rp.6.500.000
Ro- 6.OO0.O0O

5. Eselon IV/a :

a. KasubbagSekretariat
Daera}I

b. Kasubbag Inspektorat
Daeral

c. Lurah
d. Kasubbag/Kasubbid/

Kepala Seksi pada
Seketariat
DPRD/ Dinas/ Badan/ Satuan
PoLisi Paraong Praja

e. Keoala UPID Tioe A

9
9
9
9

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

5-250.000
5.000.000
4.750.000
4.750.000

4.750.000

f. Kepa.la Seksi pada
Kecainatan

8 Rp.4.OO0.OOO

6. Eselon IV/b
a. Sekretaris/ Kepala Seksi

pada Kelurahan

a Rp.3.750.000

b. Kepala Sub Bagian pada
Kecanlatan

c. Kepala UPID Tipe B
d. Kepala Sub Bagian UPTD

Tipe A

8
a
a

Rp
Rp
Rp

3.750.000
3.750.000
3.750.000

7. Pelaksana pada Sekret€riat
Daeral:
a. Analis/ Bendahara/

Fasilitator/ Pemeriksa/
Koordinator/ Penalaah/
Pengawas/ Pengembang/
Pengevaluasi/ Penguji/
Penilai/ Peny-uluh/
Penlrrsun/ Pranata Laporan
Keuallsan

7

1) Golonean IV RD.3.20O.0O0
2) Golonsan III Ro.2.goo.ooo
3l Golonsan lI Ro.2.550.000

b. Komandan/Penata/ .

Pengolah/ Pengelola/
Pranata/ Sekretaris/
Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/
Verifikator

6

1l Golonqan IV RD.2.700.OOO
2) Golo lti 2.400.000



r{o- I'RAI.AN I(EIIIS
JABATA

BESARAN TPP
PER BI'LAN

(RUPIAII}

3 Golonqar II Ro- 2.05O.O00
4 Golonsan I RD. 1.aOO-OOO

c. Ajudan/Juru/ Operator/
Pemelihara/ Pemulas€ra/
Pengadmiristrasi/
Pengemudi VIP/ Perawat/
Petusas / Pensemudi Damtar

5

I Golonsan IV Rp.2.500.000
2 Golonean III RD.2.3O0.0OO
3 Golonsan II Rp. 1.900.000
4 Golonsen T Rp. 1.800.000

d. Pengemudi Ambulance/
Pengemudi Tiuck

4

1 Golonsan III Rp.2.2OO.O00
2 Golongan II RD. 1.7O0.O0O
3 Golonean I RD- 1-5OO.OOO

e. Pengemudi/ Penjaga/Petugas
Keainallan

3

1 Golonqan III Ro. 2.20O-OO0
2 Go.lonsan II Rp. 1.700.000
3 Golonssn I Ro. 1.50O.O00

f. Binatu / Pramu 1

1 Golonsan II Rp. 1.7OO.OO0
2) Golongal I Rp. 1.5OO.OO0

a. Pelaksana pada Inspektorat
Daerai :

a. Ana.lis/ Bendalara/
Fasilitator/ Pemeriksa/
Koordinator/ Penelaah/
Pengawas/ Pengembang/
Pengevaluasi/ Penguji/
Penilai/ Penyrluh/
Penlrrsun/ Pranata Laporan
Keuanqall
1 Golonsan IV Rp.3.150.0OO
2 Golonqan III Rp.2.850.000
3 Go.lonsan II Rr'.2.5OO-0OO

b. Komandan/Penata/
Pengolal/ Pengelola/
Pranata/ Sekretaris/
Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/
Veriflkator

6

1 Golonsan IV 2.650.000
2 Golonqan III RD.2.350.000
I G01

Gol
II
I

Rp.2.000.000
Rp. 1.750.000



Ito. T'RAIAI{ KEII\S
JA.BATAI{

BESARAN TPP
PER BT'I,IIN

lRuPrAHl

c. Ajudan/Juru/ Operator/
Pemeliha.ra/ Pemulasara/
Pengad mirlistrasi /
Pengemudi VIP/ Perawat/
Petueas / Pensemudi Da.okar

5

1 Golonsan IV Ro- 2-45O.0o0
2 Golonsar III Ro.2.250.000
3 Golonsan II RD. 1.850.0OO
4 Golonsan I Rp. 1.750.000

d. Pengemudi Ambularce/
Pensemudi Truck

+

I Golonsan III Rp.2.150.000
2 Golonsan II Rp. 1.650.000
3 Golonsan I RD. 1.450.O0O

e. Pengemudi/ Penjaga/Petugas
Keamarlan

3

1 Golonqan III Rp.2.150.000
2 Golonsan II Rp. 1.650.000
3 Golonsarr I Rp. 1.450.000

f. Binatu / Pranu 1

1 Golonean iI Rp. 1.650.000
2 Golonsen I Rp. 1.450.o00

g. Pelaksala :

a. Analis/ Bendaitara/
Fasilitator/ Pemeriksa/
Koordinator/ Penalaah/
Pengawas/ Pengembang/
Pengevaluasi/ Penguji/
Penilai/ Pent uluh/
PenJ,usun/ Prarlata Laporal
Keuanqalr

7

1 Golonsan IV Rp.3.100.000
2 Golonqan III Ro.2.800.000
3 Golonsan II Rp.2.450.000

b. Komandan/Penata/
Pengolah/ Pengelola/
Pranata/ Sekretaiis/
Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/
Verifikator

6

1 Golonsan IV Rp.2.600.000
2 Golonsan Ill 2.300.000
3 Golonsan II 1 g.;o c)00
4 Golonqan I 1.700.000

c. Ajudan/Juru/ Operator/
Pemelihara/ Pemulasaia/
Pengadmirisiiasi/
Pensemudi \.{P/ Perav,/at /



NO. I'RAIAN XTIJ\S
JASAAAN

BESARAN TPP
PER BI'LAIT

(RI'PIAHI

Pehrsas / Pensemudi Demker
1l Golonean IV RD- 2-4O0.OOO
2l Golonsan III Rp.2.2O0.O0O
3l Golongan II RD. 1.800.o0o
4l Golonean I RD. 1.7O0.O0O

d. PengemudiAmbulalce/
Peneemudi T.uck

4

1) Golonsan IIT Rp.2.100.000
2) Golonean II RD- 1.600.O0O
3) Golonsen 1 Rp. 1.400.000

e. Pengemudi/ Penjaga/Petugas
Xeamenan

3

1l Golonsan lll RD.2.1OO.OOO
2) Golonsan II Rp. 1.600.000
3) colonsa:n I RD. 1-40O-0OO

f. Binatu/ Pramu 1

1l Golonean II Ro. 1.60O-0OO
2) Golonsan I Rp. 1.400.000

10. Fungsional :

a. Jabatan Fungsional pada
Setda
1) Funssional Ahli :

a) Madva darl Utama 1l dan t2 Rp.6.750.000
b) Muda 9 Rlr.5-25O.0OO
c) Pertama 8 Rp.4.250.000

b- Jabatan Fungsional pada
Inspektorat Daeralr
1) Funssional Ahli :

a) Madva darr Utama 11 dan t2 RD.6.500-000
bl Muda 9 Rp.5.OOO.OOO
c) Pertaina 8 Ro. 4.OOO-OOO

2) Funssional Terarnoil :

a) Penyelia 8 Rp.4.OOO.OOO

b) Mahir/ Pelalsana
Laniutan

7 Rp.3.5OO.0OO

c) TeraraDil/ Pelaksana 6 RD.3.OOO.OOO
d) Pemula/ Pelaksana

Pemula
5 Rp.2.5OO.0OO

c. Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan
Bararrg/Jasa
1) Funesional Al i :

aJ

b)
Madya
Muda

12
t0

Rp.7.250.000
Rp.6.000.000

cl Pertema 8 RD.5.OO0.o00
d. Jabatan Funesional laiirnva



NO. I]RAIAIT xgt as
JABATAI{

BESARAN TPP
PER BI'IIIN

(RI'PIAII}

1l Funssional Ahli :

al Madva dan Utama 11 den 12 Ro.4.5OO.OOO
bl Muda 9 Rp.4.OO0.0OO
c) Pertama 8 RD.3.250.0OO

2) Fungsiona.l Tera$pil :

a) Penyeta
b) Mahir/ Pelaksana

Lanjutan
c) Terampil/ Pelaksala
d) Pemula/Pelatsana

Pemula

8
7
6
5

Rp.3.250.000
Rp.3.OO0.OOO
Rp.2.5OO.OOO
Rp.2.1OO.OOO

lt. Guru yang belum diangkat
dalam jabatan fungsional
dai/ atau Guru yang belum
mendapatkan tunjangan
sertiikasi / Drofesi

Rp. 1.400.000

BUPATI BANYUMAS,
ttd

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN

BAI']YUMAS

BUPATI

NOMOR 3

TAHUN 2O2O TENTANG

TAMBAHAN PENGTIASILAN

BAGI PEGAWA] NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANYUMAS

TUGAS TAMBAHAN YANG DAPAT DIKAIKULASIKAN DAI.{M
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASIII.N

I{o NAMA JABATAIC JEI{IS TUGAS ?AUBAIIAN KBTERAN
GAN

1. PNS yang ditunjuk
atau ditlrgaskan
sebagai Pejabat
Pelaksana T\reas (Plt)

Pejabat atasan langsung atau
atasan tidak laJtgsung yaig
merangkap sebagai Plt.
menerima TPP Pegawai ASN
talnba}Iall, dapat ditambah
2Oo/o [6ta puluh persen) dari
TPP Pegawai ASN dalan
Jabatan sebagai Plt. pada
Jabatan yarlg dirangkapnya;
Pejabat setingkat yang
meralgkap Plt. jabatan lain
menerima TPP Pegawai ASN
yarg lebih tinggr, dapat
ditambah 20% (dua puluh
persea) dari TPP Pegawai ASN
yarlg lebih rendall pada
Jabatan definitiJ atau Jabatan
yalg dlalgkapnya;
Pejabat satu tingkat di ba\Mah
pejabat definitif yang
berhalangan tetap atau
berhalangan sementara yang
merargkap sebagai Plt. halya
menedma TPP Pegas'ai ASN
pada Jabaran TPP ASN
Pegawai yang terEinggi: dan
TPP ta.mbahan bagi PNS vans

tr-

c.



No NAMA JABATIN JEITIS TUGAS TAIIBAHAN KTTERA]{
GAI

mendapat tugas sebagai Plt
dibayarkan setelal menjabat
> 15 hari kalender terhitung
mulai menjalankan tugas
sesuai dengan naskah dinas
yang memerintahkan sebagai
Plt.

2. PNS yarg ditunjuk
atau ditugaskan
sebagai Pelaksana
Harian (Plh)

Bagi PNS yaig diberi tugas
sebagai Plh dapat diberikan
tarnbalan TPP dengan ketentuan
sebagai berikot :

a. Dapat di berikan tambahai
TPP sebesal 1O7o dari besaral
TPP Jabatan Defmitifnya
apabila ditunjuk sebagai Plh.
dengan waktu 1 (satu) sampai
dengan 15 (lima belas) hari;

b. Dapat di berikan ta:rnbahan
TPP sebesar 20% daii besaian
TPP Jabatan Definitifnya
apabila ditunjuk sebagai Plh.
dengan waktu 16 (enaln belas)
sarepai dengan 30 {tiga puluhl
hari.

2. ?NS yang diberikan tugas tambaian sebagai :

1. Pamong belajar atau
PNS yang ditunjuk
sebagai kepala SKB

Dapat diberikan TPP paling
banyal sebesar l2oo/o dari
besaiall TPP jabatan yang dijabat.

Koordirtator Wilayal
Kecamatar.r Dinas
Pendidil<al

Untuk Pengawas Sekolah atau
ASN Lain yang tidak
mendapattan tuniangan

b.

profesi, dapat diberikan TPP
paling banyak sebesar 120Yo
dari besarai TPP jabatan yang
dijabat.
Untuk Pengawas Sekolah atau
ASN lain yang telah
mendapatl<an tunjaJrgan
profesi dapat diberikai TPP
sebesar 20olo da.i b€sara,1 TPP

!-ang diterimakan setara TPP
Jabaran Fungsional lairrnl_a
pada jenjang Muda.

Koordtrator Tata
Us€ha pada Samarr

a Uoru! Pelal<saia atau ASN larn
I-ang ddal< mendaparkan



No NA A JABATAX JEIIIS TUGAS TAMBAIIA!{ KETERAIT
GAN

Pendidika:r (baik
forfiial maupun
informal)

tunjargan profesi, dapat
diberikal TPP paling banyak
sebesar 12070 dari besaran TPP
jabatan yang dijabat.

b. Untuk Pelaksana atau ASN lain
yang telah mendapatkai
tunja]rgan profesi dapat
diberikan TPP sebesar 20Yn
dari besaiarl TPP yang
diteriraakan setaJa TPP
Jabatan Fungsional lainnya
padajeniang Muda.

1. Koordinator Tata
Usaha pada TU
khusus Bupati/
Wakil Bupati/
Sekretar:is Daeral
/Asisten/dan Staf
AhLi

Dapat diberikan TPP paling
barryak sebesal 12O% dari
besaran TPP jabatan yang diiabat.

Ajudan Bupati / Wakil
Bupati/ Sekrelaris
l)eereh

Dapat diberikan tambahan TPP
sebesar 2070 dai besaran TPP
yarg diterirrlaLall setara TPP
Jabatan Ajudan pada golongan II.

BUPATI BANYUMAS,
ttd

ACHMAD HUSEIN


